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RINGKASAN

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penelitian ini mengkaji
pemanfaatan kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Kucur. Melalui
observasi, wawancara, dan analisis dokumen, data tentang program pemberdayaan
pemerintan desa dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan strategi pemberdayaan masyarakat di
Desa Kucur telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan dan
mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Masyarakat telah tereduksi
dengan baik tentang berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan pertanian,
pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan rehabilitasi perumahan, melalui
sosialisasi dan komunikasi yang efektif. Faktor krusial lainnya dalam keberhasilan
pelaksanaan kebijakan adalah kerja sama dan keselarasan yang baik antara
masyarakat dan pemerintah desa. Dukungan dana dari berbagai sumber juga
memungkinkan keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan. Secara
keseluruhan, dukungan pemerintah Desa Kucur terhadap kesejahteraan masyarakat
telah terlaksana dengan baik, menunjukkan komitmen dan kemampuan mereka
untuk mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan
pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pemberdayaan, Kesejahteraan.



BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki kewenangan
untuk mengelola dan mengatur warganya, termasuk partai politik. Berdasarkan
sistem pemerintahan Republik Indonesia, desa adalah kesatuan masyarakat hukum
adat yang diakui secara hukum dengan batas-batas geografis yang jelas, dan
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat
setempat maupun urusan pemerintahan. Hal ini dicapai melalui hak-hak tradisional,
hak leluhur, dan kegiatan masyarakat yang diakui dan dihormati. Desa mendukung
kepemimpinan pemerintah pusat secara keseluruhan dan sangat penting untuk
pencapaian banyak program dan kegiatan pemerintah. Sebagai unit organisasi
pemerintah, desa memainkan peran penting dalam berinteraksi dengan orang-orang
dengan latar belakang, minat, dan tuntutan yang beragam. Hal ini terutama berlaku
dalam hal pemenuhan tugas yang berkaitan dengan layanan publik. Pelaksanaan
operasi pemerintah dan layanan publik yang lancar dan efektif merupakan tanggung
jawab pemerintah desa.

Tahap implementasi, yang bergantung pada Kketerlibatan pemangku
kepentingan untuk dilaksanakan, merupakan komponen penting dari kerangka
kebijakan. Karena seberapa berhasil atau buruknya tujuan kebijakan dicapai
melalui prosedur ini dapat dipengaruhi oleh hasil keseluruhan dari proses kebijakan.
Salah satu proyek pemerintahan desa yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat pedesaan adalah ilustrasi berbagai cara untuk



pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan yang ditujukan kepada
masyarakat pedesaan mengatasi sejumlah tantangan yang mereka hadapi, termasuk
kurangnya sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan potensi ekonomi. Hal ini
menuntut pelaksanaan program pemberdayaan yang luas di sejumlah bidang,
seperti ekonomi, fasilitas, infrastruktur, sumber daya manusia, dan kelembagaan.

Pemberdayaan masyarakat berarti menyingkirkan hambatan untuk maju,
seperti buta huruf, kemiskinan, dan keterbelakangan lain yang tak terelakkan, untuk
meningkatkan nilai dan martabat masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas
manusia dan struktur sosial yang ada disebut pemberdayaan masyarakat.
Memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mengatasi masalah hidup merupakan
tujuan pemberdayaan masyarakat. Tujuan program pemberdayaan masyarakat ini
adalah untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan
kemajuan zaman. Oleh karena itu, inisiatif yang mendukung pemberdayaan
masyarakat harus memberikan konsep baru untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat (Sany, 2019).

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan di Kabupaten Malang melalui
berbagai program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat setempat. Tingkat pencapaian metrik kinerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dipengaruhi oleh inisiatif dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh instansi terkait dan perangkat daerah lainnya yang menyasar desa. Salah satu
faktor yang mendukung pencapaian tersebut adalah tujuan pembangunan
pemerintah desa yang bertujuan untuk meningkatkan indeks ketahanan sosial,

ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



Kabupaten Malang, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat menyediakan
program kegiatan untuk mewujudkan hal tersebut, dan anggaran desa digunakan
untuk mendongkrak potensi masyarakat.

Peneliti mencatat bahwa Pemerintah Desa Kucur telah menerapkan
langkah-langkah untuk mendukung usaha kecil, masyarakat tani, dan peternakan,
di antara bidang kesejahteraan masyarakat lainnya. Masyarakat dilaporkan telah
menerima langkah-langkah ini, dan Pemerintah Desa Kucur tidak diragukan lagi
mendapatkan dukungan atas inisiatifnya untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (Sekretaris Desa Pak Wasiri, 2023).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana  “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan
Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Kucur”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kemajuan yang telah dicapai dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa Kucur melalui pelaksanaan kebijakan
pemberdayaan masyarakat?

2. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kucur, unsur-
unsur apa saja yang membantu dan menghambat pelaksanaan kebijakan

pemberdayaan masyarakat?



1.3.

1.4.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Kucur, maka
perlu diketahui bagaimana Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat tersebut
dilaksanakan.

Untuk mengetahui unsur-unsur yang mendukung atau menghambat
terlaksananya Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kucur.

Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, peneliti mengharapkan hasil-hasil berikut dari

penelitiannya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan
bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kebijakan
pemberdayaan masyarakat dan penerapannya dalam peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa Kucur.

Manfaat Praktis

Saat pihak terkait menetapkan dan melaksanakan kebijakan desa, temuan

penelitian harus menjadi panduan dan sumber daya penilaian.
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